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Abstrak 
Implementasi strategi penyebaran informasi publik adalah bagian penting dalam mendukung keterbukaan, transparansi, dan efisiensi layanan digital pemerintah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan situs resmi sebagai saluran utama untuk menginformasikan kebijakan, program, pendidikan, dan layanan kesehatan. Penelitian ini meneliti langkah-langkah perencanaan, produksi, verifikasi, publikasi, dan evaluasi informasi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang didasarkan pada observasi PKL, pendekatan fenomenologis, serta analisis data primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih berfokus pada komunikasi satu arah dengan penekanan pada keakuratan dan verifikasi isi. Situs web berperan sebagai alat e-government yang meningkatkan aksesibilitas dan transparansi, meskipun ruang untuk interaksi publik masih terbatas. Timker Strakom KIE memiliki peran krusial dalam menjaga kredibilitas dan menghindari disinformasi. Secara keseluruhan, pelaksanaan strategi penyebaran informasi di situs pemerintah.
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Abstract
The execution of public information dissemination strategies plays a vital role in promoting openness, clarity, and effective digital services from the government. The Indonesian Ministry of Health relies on its official website as the primary means to communicate policies, programs, educational resources, and health services. This study examines the stages of planning, production, verification, publication, and assessment of information by employing a qualitative descriptive method based on field observations, a phenomenological approach, and analysis of both primary and secondary data. The research findings indicate that information distribution still primarily relies on one-way communication, emphasizing the precision and verification of content. The website acts as an e-government tool that enhances accessibility and transparency, although opportunities for public interaction remain limited. The Strakom KIE team plays a crucial role in maintaining credibility and preventing misinformation. Overall, the implementation of information dissemination strategies on government websites is evident.
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I. PENDAHULUAN 
Kebijakan kesehatan merupakan komponen krusial dalam pengelolaan negara yang berhubungan dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) bertanggung jawab utama dalam merancang, melaksanakan, dan menyebarkan berbagai kebijakan publik terkait kesehatan. Adanya sistem informasi kesehatan sangat penting untuk mengelola program-program kesehatan dengan efisien dan efektif. Data kesehatan menjadi referensi di setiap tahap keputusan yang berhubungan dengan pengelolaan kesehatan, termasuk pengaturan layanan kesehatan, lembaga kesehatan, program peningkatan kesehatan, serta administrasi daerah. Selain itu, pemerintah mempermudah akses masyarakat agar dapat memperoleh informasi kesehatan demi meningkatkan kesejahteraan mereka. 
	Melalui peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014, Sistem Informasi Kesehatan diartikan sebagai serangkaian organisasi yang mencakup data, informasi, indikator, prosedur, alat, teknologi, dan sumber daya manusia yang terhubung dan dikelola secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan atau tindakan yang bermanfaat bagi kemajuan sektor kesehatan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pengumpulan data melalui survei mengenai kebutuhan publik. Pada tahun 2020, tercatat bahwa 290. 324 orang di Indonesia mengakses informasi publik secara daring. Angka ini menunjukkan adanya permintaan tinggi dari masyarakat terhadap informasi, sehingga instansi publik perlu berupaya menyajikan informasi yang tepat dan terbaru secara berkala. Website pemerintah dapat dianggap sebagai salah satu saluran komunikasi dan informasi antara pemerintah dan masyarakat tentang berbagai isu yang relevan di daerah tersebut. Beberapa cara yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan e-government saat ini meliputi: 
1. Menyediakan banyak sumber informasi yang dicari masyarakat, seperti potensi daerah, produk lokal, dan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertentu melalui situs resmi pemerintah.
2. Menawarkan akses kepada masyarakat melalui kios informasi di kantor pemerintah dan tempat umum agar distribusi informasi merata.
3. E-procurement; pemerintah dapat melakukan proses pengadaan secara daring dengan prinsip transparansi. 

	Dilihat dari perspektif manfaat, ini dapat berfungsi sebagai sarana promosi yang tepat dan juga membuka peluang bagi pemerintah setempat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang berbasis digital, interaksi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan melalui internet. Dengan demikian, beberapa manfaat yang muncul adalah layanan pemerintah menjadi lebih cepat untuk masyarakat, dan informasi dapat diakses kapan saja, setiap hari. Data yang tersedia di situs dapat dijangkau dari kantor, rumah, atau bahkan melalui ponsel di mana saja tanpa harus pergi langsung ke kantor pemerintah atau lokasi pelayanan publik. Jika situs web dikelola dengan baik, ini bisa menjadi salah satu faktor penting dalam membangun citra dan reputasi sebuah lembaga. Oleh karena itu, semakin lengkap informasi yang tersedia dan semakin canggih teknologi yang digunakan, maka kepuasan publik terhadap layanan lembaga akan semakin meningkat. Metode komunikasi ini akan digunakan sebagai bagian dari strategi komunikasi humas dalam setiap kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Keterbukaan informasi tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Prinsip keterbukaan informasi diatur dalam undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menegaskan bahwa keterbukaan merupakan salah satu dasar pemerintahan di Indonesia. Keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk memperoleh informasi didukung oleh hak warga untuk memahami peran dan tanggung jawab pemerintah secara jelas dan mendalam. Prinsip ini menjamin akses atau hak setiap individu untuk mendapatkan informasi, serta menekankan pentingnya komunikasi publik yang baik dari pemerintah dan hak warga untuk mengakses informasi. Dalam konteks komunikasi, media berperan sebagai saluran utama untuk menyebarkan kebijakan, program, dan layanan publik secara luas, cepat, dan transparan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memiliki cara unik dalam menyampaikan informasi publik melalui situs resmi Kemkes. go. id dan Kementeriankesehatan. com. Setiap informasi atau berita yang disampaikan dimulai dengan langkah perencanaan hingga pelaksanaan. Proses ini mencakup koordinasi internal sebelum penulisan, pengumpulan data dan informasi, penyuntingan konten, dan akhirnya publikasi di situs resmi. 
	Meskipun situs resmi pemerintah berfungsi sebagai saluran utama untuk memberikan informasi kepada publik, implementasi strategi informasi melalui situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia masih menemui beberapa kendala. Beberapa tantangan tersebut mencakup efektivitas penyampaian pesan, konsistensi dalam pembaruan materi, koordinasi di antara unit kerja, serta kemampuan situs untuk menjangkau dan melibatkan masyarakat dengan optimal. Selain itu, perbedaan karakter audiens, variasi tingkat keterampilan digital, serta banyaknya informasi yang salah mengenai kesehatan di internet membutuhkan strategi komunikasi yang tidak hanya informatif tetapi juga persuasif, mudah dipahami, dan dapat dipercaya. Dalam hal ini, keberadaan Tim Kerja Strategi Komunikasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bawah Kementerian Kesehatan sangat krusial. Unit ini bertugas untuk menyampaikan pesan kebijakan kesehatan secara efektif kepada masyarakat, menangani informasi yang menyesatkan, serta membangun kepercayaan publik, terutama saat krisis terjadi. Namun, dalam prakteknya, penerapan strategi penyebaran informasi tersebut seringkali menghadapi masalah, baik dari segi teknis, seperti pengelolaan konten digital dan optimisasi situs, maupun dari aspek non-teknis, seperti koordinasi internal dan tanggapan terhadap umpan balik dari publik. 
	Dengan situasi yang ada, penelitian ini menyelidiki metode penyebaran informasi publik melalui website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Timker Strakom KIE, serta berbagai tantangan yang muncul selama proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pendekatan yang diambil dalam penyebaran informasi mendukung keterbukaan publik, memperbaiki akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, dan mengenali hambatan yang dapat memengaruhi keberhasilan dalam penyebaran informasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji respon komunikasi Kemenkes melalui Timker Strakom KIE terkait penerapan Strategi Penyebaran Informasi Publik di situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami dan menilai bagaimana distribusi informasi publik dilaksanakan melalui website resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia demi mendukung transparansi informasi, meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, serta menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi informasi tersebut. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pelaksanaan distribusi informasi publik di halaman Kemenkes Republik Indonesia.










II. METODE 
Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi pengumpulan data untuk Laporan Magang dilakukan secara langsung di Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang terletak di Jl. H. R. Rasuna Said No. Kav 4-9 Blok X-5, RT. 1/RW. 2, Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12950. Durasi pelaksanaan PKL berlangsung dari tanggal 25 Agustus hingga 30 Desember 2025.

Data Penelitian
Data yang diperlukan untuk menyusun Laporan Magang ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, melalui keterlibatan aktif selama kegiatan PKL. Informasi ini mencakup pengalaman pribadi penulis ketika menjalani tugas sebagai anggota tim promosi kesehatan, termasuk partisipasi dalam merencanakan konten, mendokumentasikan acara, dan berkomunikasi dengan publik di media sosial. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain. Data ini mencakup hasil riset fenomenologi, arsip lembaga, artikel ilmiah, jurnal, dokumentasi kegiatan sebelumnya, serta sumber lain yang relevan dengan tema yang dibahas dalam proposal.

Jenis dan Data Penelitian
Data yang digunakan dalam pembuatan Laporan Magang ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, partisipasi aktif, studi dokumen, fenomenologi, dan kajian pustaka. 
Data primer dianalisis melalui pengamatan partisipatif dan keterlibatan langsung selama magang berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan cara terlibat secara langsung dalam aktivitas kerja di lingkungan Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Penulis secara sistematis mencermati proses perencanaan, produksi, dan pengedaran informasi kesehatan melalui situs Kemenkes RI, termasuk alur pekerjaan, koordinasi antar tim, serta implementasi strategi komunikasi publik yang berbasis pada Strakom KIE. Keterlibatan aktif dilakukan dengan ikut serta dalam perencanaan konten, dokumentasi kegiatan promosi kesehatan, pengelolaan dan penyebaran konten digital, serta komunikasi publik melalui media sosial. Hasil dari pengamatan dan partisipasi aktif dicatat dalam bentuk makalah sebagai bahan analisis. 
Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, studi fenomenologi, dan kajian literatur. Studi dokumen meliputi penelaahan arsip dan dokumen resmi dari institusi, seperti laporan kegiatan, panduan komunikasi dan promosi kesehatan, kebijakan Strakom KIE, serta dokumentasi publikasi yang telah dibuat sebelumnya. Studi fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman dan praktik distribusi informasi publik dari sudut pandang para pelaku komunikasi di tempat kerja. Sementara itu, kajian literatur dilakukan dengan meneliti buku referensi, artikel ilmiah, dan jurnal penelitian yang berkaitan dengan distribusi informasi publik, komunikasi kesehatan, dan penggunaan laman pemerintah. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dasar teori dan mendukung analisis hasil pengamatan lapangan.




III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Komunikasi pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun legitimasi, meningkatkan partisipasi publik, serta dalam menyampaikan sebuah kebijakan secara efektif. Sebagai bagian dari komunikasi organisasi, proses ini melibatkan arus pesan yang saling bergantung dan diatur secara formal. Pesan yang disampaikan tidak hanya berupa informasi, tetapi juga ide, instruksi, dan emosi yang mendukung pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan proses penyampaian informasi antara petugas kesehatan ataupun tenaga medis dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan serta mengubah perilaku ke arah yang lebih sehat. Strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan mendorong perubahan perilaku individu maupun suatu kelompok melalui berbagai pendekatan komunikasi, baik secara massal, kelompok, maupun perorangan. Penerapan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 7 tentang Kesehatan, yang menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan edukasi kesehatan yang seimbang. Kemenkes RI, yaitu adanya proses pembuatan materi informasi yang akan dipublikasikan melalui website Kementerian Kesehatan. Pada tahap ini, seluruh rencana dan konsep yang telah disusun sebelumnya mulai diwujudkan menjadi sebuah konten konkret yang sudah siap disebarluaskan/dipublikasi khususnya kepada publik. Produksi konten mencakup penulisan artikel, berita, siaran pers, serta pembuatan materi viengan mudah ditemukan oleh masyarakat melalui platform pencarian daring. Dengan demikian, tahap publikasi dan distribusi infromasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi saja, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah di bidang kesehatan. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi strategi distribusi informasi publik pada website Kementerian Kesehatan RI dilakukan melalui pola komunikasi satu arah (one-way communication) dengan fokus pada penyampaian informasi resmi yang telah melalui proses verifikasi. 
Website berperan sebagai media utama untuk menyebarluaskan kebijakan, program, dan pendidikan di sektor kesehatan, serta sebagai sumber bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang dapat dipercaya. Situs web milik pemerintah, baik lokal maupun nasional, dianggap sebagai salah satu cara untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi antara pemerintah dan warga terkait berbagai isu di bidang tertentu atau topik yang sedang populer. Beberapa langkah untuk menerapkan e-government meliputi penyediaan data yang banyak dicari publik, seperti tentang potensi daerah, produk lokal, dan kualitas sumber daya manusia yang ada. Selain itu, memberikan akses melalui kios informasi di kantor pemerintah dan tempat umum juga bisa memastikan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi, termasuk dalam e-procurement; pemerintah dapat menjalankan proses tender secara online dengan cara yang transparan (Sosiawan, 2004:3). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan transparansi informasi, memperluas akses bagi masyarakat, dan menilai efektivitas serta tantangan dalam penyampaian informasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai cara penyampaian informasi publik di situs web Kemenkes RI. 
	Distribusi informasi kesehatan melalui platform digital Kementerian Kesehatan RI, terutama situs resminya, memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan di kalangan masyarakat. Informasi yang disajikan dengan jujur, akurat, dan mudah diakses sangat membantu masyarakat dalam memahami kebijakan, program, dan layanan kesehatan yang ditawarkan oleh pemerintah. Selain itu, keterbukaan informasi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong penerimaan terhadap kebijakan kesehatan yang diterapkan. Namun, dampak sosial tersebut tidak akan maksimal jika partisipasi masyarakat tetap bersifat pasif. Keterbatasan interaksi dan mekanisme umpan balik dapat membuat situs web hanya berfungsi sebagai alat komunikasi satu arah. Hal ini bisa menurunkan efektivitas penyebaran informasi publik dan menghambat terjadinya komunikasi dua arah yang aktif antara pemerintah dan masyarakat. Menanggapi dampak sosial ini, ada beberapa rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di platform digital Kementerian Kesehatan RI, antara lain: 

1. Menambahkan fitur interaktif pada situs, seperti layanan tanya jawab, survei online, dan formulir umpan balik untuk menampung aspirasi masyarakat. 
2. Memperkuat integrasi situs dengan media sosial resmi agar informasi dapat lebih tersebar luas dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. 
3. Menyajikan informasi kesehatan dalam berbagai format yang lebih bervariasi dan mudah dimengerti, seperti infografik, video, dan penggunaan bahasa yang sederhana. 
4. Meningkatkan respons terhadap masukan dan pertanyaan dari masyarakat sebagai bentuk komunikasi dua arah yang terbuka. 
5. Membangun kerjasama dengan komunitas, tenaga kesehatan, dan pihak lain yang relevan dalam menyebarluaskan dan mendiskusikan informasi kesehatan. 

Dengan melaksanakan rekomendasi ini, platform digital Kementerian Kesehatan RI diharapkan dapat berfungsi tidak hanya sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai tempat untuk komunikasi publik yang interaktif, inklusif, dan berkelanjutan demi mendukung kemajuan kesehatan di tingkat nasional.
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Gambar 1. Website Kemenkes RI (https://kemkes.go.id/id/).
Dilihat dari sisi manfaat yang ditawarkannya, situs web dapat berfungsi sebagai sarana pemasaran untuk area tertentu serta pemerintah daerah, sambil juga meningkatkan keterbukaan di tingkat pemerintahan lokal. Website pemerintah pusat adalah salah satu elemen dalam pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik. Dalam praktik e-government, interaksi, informasi, dan transaksi antara masyarakat serta pemerintah dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini menghasilkan berbagai manfaat, seperti proses komunikasi dalam sistem administrasi yang berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Ini menunjukkan bahwa layanan pemerintah kepada rakyat berlangsung dengan sangat cepat, dan informasi dapat diakses kapan saja, sepanjang hari. Pengguna memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi dari kantor, rumah, atau bahkan melalui ponsel di mana saja tanpa harus langsung pergi ke kantor pemerintah atau lokasi pelayanan publik. Namun, e-government tidak menggantikan cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kerangka e-government, masyarakat tetap dapat berhubungan dengan kantor pelayanan, berbicara melalui telepon, atau mengirimkan surat untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang memperbaiki hubungan antara pemerintah dan berbagai pihak. Jika sebuah website dimanfaatkan dengan maksimal, ia dapat menjadi elemen penting dalam menciptakan citra dan reputasi suatu organisasi. Oleh sebab itu, semakin banyak informasi yang tersedia dan semakin canggih teknologi yang digunakan, maka tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan organisasi juga akan meningkat. Kepuasan ini akan menjadi pertimbangan bagi masyarakat dalam membangun citra organisasi, menjalin kemitraan, dan menggunakan produk yang ditawarkan. Di samping itu, website juga menerapkan prinsip keterbukaan pemerintah dengan menampilkan dokumen publik, peraturan, siaran pers, dan data layanan. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas, sehingga interaksi pengguna belum sepenuhnya terbangun dengan baik.
	Di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, terdapat sebuah situs web yang berada di bawah Strakom KIE. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) sebagai salah satu instansi pemerintah didirikan pada 19 Agustus 1945 dan hingga 2025 tentunya telah mengalami berbagai perubahan mulai dari pasca kemerdekaan, Orde Baru, hingga pandemi COVID-19 dan transformasi digital di era modern saat ini. Berdasarkan Struktur Organisasi Kemenkes RI yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, lembaga ini memiliki struktur organisasi yang saat ini dijelaskan oleh penulis. Penulis bekerja di unit Strategi Komunikasi yang berfokus pada Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, serta termasuk dalam Direktorat Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas. Unit ini bertanggung jawab penuh atas media publikasi Kementerian Kesehatan RI, seperti Instagram, TikTok, dan situs resmi Kementerian Kesehatan, serta media lainnya.
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Gambar 2. Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI
Kebijakan kesehatan adalah elemen krusial dalam manajemen suatu negara karena berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Di Indonesia, tugas Kementerian Kesehatan adalah merancang, menerapkan, dan mengedarkan kebijakan kesehatan kepada masyarakat. Untuk memastikan bahwa informasi tentang kebijakan ini disampaikan dengan benar, Kemenkes membentuk Tim Kerja Strategi Komunikasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, yang dikenal dengan nama Timker Strakom KIE. Fungsi tim ini adalah menjamin akurasi informasi yang disampaikan oleh pemerintah, mencegah adanya misinformasi, serta mempertahankan kepercayaan masyarakat, terutama pada saat terjadi situasi kesehatan darurat. Berdasarkan aturan mengenai transparansi informasi, pemerintah telah menetapkan hal-hal berikut:
1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 7, yang menyatakan bahwa semua individu berhak atas informasi dan pendidikan kesehatan yang benar dan bertanggung jawab. 
2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari pemerintah. 

Dengan demikian, penyampaian informasi kesehatan kepada warga bukan hanya hal yang penting, tetapi juga merupakan kewajiban negara. Situs resmi Kemenkes RI berfungsi sebagai media utama dalam menyebarkan informasi terkait kebijakan kesehatan. Melalui website ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses data, informasi, serta edukasi kesehatan yang terpercaya dan cepat. Selain itu, penggunaan situs ini juga berfungsi untuk menilai seberapa baik transparansi informasi dilakukan, sekaligus mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dalam penyampaian kepada masyarakat. Kini, informasi dan komunikasi telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari generasi milenial yang banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi digital. Luasnya informasi di berbagai platform mendorong pengelola komunikasi dan informasi, yang disebut sebagai humas, untuk melakukan perubahan strategis, baik secara individu maupun dalam lingkup organisasi.
Komunikasi linear atau komunikasi satu arah merupakan salah satu model komunikasi paling awal yang mengilustrasikan proses komunikasi sebagai arus informasi yang mengalir satu arah. Model ini diperkenalkan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver pada tahun 1949. Teori komunikasi linear, yang sering disebut sebagai model atau pendekatan yang menunjukkan komunikasi berlangsung dalam satu arah dari pengirim (sender) ke penerima (receiver). Model ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana komunikasi berlangsung secara unidimensional dan tidak membutuhkan respons atau umpan balik dari penerima. Ciri utama dari teori ini adalah pesan bergerak satu arah (dari pengirim menuju penerima), tanpa feedback dari penerima. Dalam dekade terakhir, praktik komunikasi informasi publik telah berkembang menjadi strategi yang tidak hanya fokus pada penyebaran pesan, tetapi juga pada pembentukan transparansi, partisipasi, dan kepercayaan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan pendapat Suryanto dan Evita (2020) yang menyatakan bahwa strategi komunikasi di era digital harus menunjukkan transparansi informasi untuk mencapai akuntabilitas publik. Konsep ini juga sejalan dengan pandangan Grunig dan Hunt (1984) yang menjelaskan Model Informasi Publik sebagai model komunikasi satu arah yang bertujuan untuk menyebarkan informasi yang faktual, akurat, dan dapat dipercaya kepada publik tanpa mengharapkan respons.
Studi di Sidoarjo menemukan bahwa pemerintah menggunakan berbagai kanal komunikasi, mulai dari media sosial, website, hingga media tradisional seperti spanduk dan baliho untuk menyosialisasikan protokol kesehatan (Suryani, 2022). Namun demikian, efektivitas komunikasi sering kali terhambat oleh tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap sumber informasi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Jayawijaya, di mana kehadiran tokoh lokal sebagai komunikator menjadi kunci dalam meningkatkan legitimasi pesan vaksinasi (Simanjuntak, 2024). Selain krisis kesehatan, strategi komunikasi pemerintahan juga dikembangkan untuk mendukung program pembangunan. Pemerintah menggunakan portal data khusus dan membangun kolaborasi antar lembaga agar pesan dapat dipahami oleh publik secara konsisten (Prasetyo, 2024). Penelitian Hyland-Wood (2021) menegaskan bahwa komunikasi pemerintah yang efektif harus mengedepankan kejelasan pesan, pemilihan saluran yang sesuai, segmentasi audiens, serta transparansi untuk membangun kepercayaan publik. Dengan demikian, media website dalam ruang lingkup pemerintahan pada era digital dituntut untuk bisa menjadi sarana dalam penyampain informasi, memperkuat keterbukaan informasi publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah (Fauzi & Ardiyansah, 2021). Komunikasi pemerintahan merupakan salah satu instrumen penting dalam membangun legitimasi, meningkatkan partisipasi publik, serta menyampaikan kebijakan secara efektif. Komunikasi pemerintah adalah interaksi manusia yang berlangsung dalam lingkungan organisasi pemerintahan. Oleh karena itu, komunikasi ini terintegrasi dalam konteks komunikasi organisasi dan merupakan bagian dari komunikasi dalam organisasi tersebut. 
Proses pengiriman dan penerimaan informasi terjadi melalui jaringan yang saling terhubung, sesuai dengan aturan yang ada. Komunikasi yang dipertukarkan bukan hanya sekadar data, melainkan juga mencakup gagasan, izin, dan emosi. Dalam kajian terbaru, metode komunikasi pemerintah dipahami sebagai cara yang melibatkan masyarakat untuk berinteraksi dan mengambil keputusan, bukan hanya menyampaikan informasi secara sepihak (Bragina et al, 2020). Informasi publik terdiri dari data yang dihasilkan, disimpan, dikelola, atau dibagikan oleh lembaga pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan dan kebutuhan masyarakat (UU No. 14 Tahun 2008). Keterbukaan informasi publik sangat crucial karena dianggap sebagai kebutuhan mendasar bagi individu dalam pengembangan diri dan sosial, serta merupakan aspek penting dalam memperkuat ketahanan negara. 

	Selain itu, keterbukaan informasi publik berperan sebagai alat untuk meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas lembaga pemerintah dan publik lainnya, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang terbuka, bertanggung jawab, efisien, dan efektif. Penyusunan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 didasarkan pada amanat UUD 1945 Pasal 28F yang menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, menerima, dan menyampaikan informasi. Tujuan utama dari keterbukaan informasi publik, seperti yang diuraikan dalam undang-undang tersebut, adalah: 
1. Menjamin hak publik untuk mengetahui kebijakan yang ada, 
2. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, 
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lembaga publik, 
4. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas melalui transparansi dan akuntabilitas. 

	Dengan cara demikian, keterbukaan informasi publik telah diakui sebagai hak asasi manusia yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi mengenai isu-isu publik, yang melibatkan semua lembaga publik dan penyelenggara negara. Menurut Yulianti dan Prasetyo (2020), keterbukaan informasi publik berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui jaminan transparansi dan akuntabilitas. Bambang Susantono sebagai Wakil Menteri Perhubungan menegaskan bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, diperlukan tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi mengacu pada penyediaan akses informasi bagi semua yang membutuhkan. Akuntabilitas menunjukkan bahwa setiap proses dan hasil dari pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, sedangkan partisipasi berarti bahwa kualitas pelayanan publik akan lebih baik jika melibatkan masyarakat. Kementerian Kesehatan, sebagai salah satu lembaga pemerintah, mempunyai peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat melalui komunikasi berbasis data yang persuasif. Sejalan dengan hal ini, Kemenkes telah mulai memaksimalkan penggunaan situs web resminya sebagai saluran utama untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat.

[image: ]
Gambar 3. Website Kemenkes RI (https://kementeriankesehatan.com).

Konten yang disusun tidak hanya menekankan akurasi data, tetapi disesuaikan dengan karakteristik demografis audiens, seperti usia, minat, dan kebutuhan informasi kesehatan. Priyowidodo (2020) menegaskan bahwa strategi distribusi komunikasi digital yang menggabungkan pendekatan berbasis data dengan narasi emosional terbukti mampu memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat di ruang digital. Narasi berbasis data memastikan keakuratan dan kredibilitas informasi, sementara sentuhan emosional membuat pesan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh audiens. Kombinasi keduanya menjadikan komunikasi digital pemerintah lebih persuasif, partisipatif, serta mampu membangun hubungan jangka panjang dengan masyarakat. Dengan demikian, media sosial tidak sekadar menjadi saluran distribusi informasi, tetapi juga ruang dialog interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut bisa dibuktikan melalui alur Unit Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI dengan halaman website terlampir. Kalian bisa mengunjungi halaman tersebut lalu website terkait menampilkan barcode, ataupun Pelayangan Konsultasi Online resmi dari Kemenkes RI terkait saran dan pengaduan yang bisa diakses secara umum dalam berbagai kalangan masyarakat.
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Gambar 4. Barcode Pengaduan ().

Setelah discan melalui smartphone anda, barcode ini akan menampilkan googlr form yang dapat anda akses terkait hal pengaduan ataupun saran seperti keperluan masing-masing pengguna. Google form ini juga mencakup informasi yang diperlukan oleh pihak Kemenkes RI terkait kelengkapan identitas anda dari mulai email pribadi yang sudah pasti tidak akan disebarluaskan, nama pengadu, status kerja atau asal, no. hp anda, jenis kelamin, usia, dan terakhir kritik saran ataupun pengaduan yang ingin anda adukan melalui google form ini.
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Gambar 5. Google form Pengaduan (https://docs.google.com/forms/).

Selain menggunakan barcode dan formulir pengaduan Google, masyarakat juga bisa menghubungi langsung Kemenkes RI melalui halaman kontak yang ada di situs resmi mereka, yaitu Kemkes. go. id. Hal ini memberikan kemudahan bagi publik untuk berinteraksi dengan pihak pusat agar masalah atau masukan yang dihadapi dapat ditangani dengan baik dan memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai isu kesehatan lainnya. Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan untuk menyebarkan informasi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, sehingga terjadi pemahaman yang sama serta peningkatan pengetahuan dan perubahan perilaku. Target utama KIE adalah untuk memperluas wawasan dan mengubah perilaku pada individu maupun kelompok melalui proses edukasi, informasi, dan komunikasi kepada masyarakat, baik secara individu, kelompok, atau secara bersama-sama. Signifikansi penerapan KIE dalam sektor kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas informasi dan edukasi kesehatan yang adil dan bertanggung jawab (pasal 7).
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Gambar 6. Kontak Website Kemenkes RI (https://kemkes.go.id/id/).

	Situs web alternatif yang dapat diakses selain Kemkes. go. id adalah Kementeriankesehatan. com. Halaman ini juga menawarkan pilihan kontak bagi siapa saja yang ingin memberikan saran, masukan, atau mengajukan keluhan terkait masalah kesehatan yang dialaminya. Ini sangat memudahkan anda untuk mendapatkan informasi secara langsung dari Kementerian Kesehatan RI sekaligus membantu mengurangi penyebaran berita hoaks yang marak di internet saat ini. 

Pendidikan Kesehatan Masyarakat merupakan usaha menciptakan lingkungan belajar atau kondisi bagi individu, kelompok, dan komunitas di berbagai lokasi. Inisiatif ini dilakukan dengan membangun saluran komunikasi, menyediakan informasi, dan melaksanakan program pendidikan untuk meningkatkan pemahaman, sikap, dan perilaku. Kegiatan ini mencakup advokasi, kerjasama, serta pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan keterampilan individu. Selain itu, program ini juga menekankan pentingnya layanan kesehatan yang lebih mengedepankan pencegahan dan promosi, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
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Gambar 7. Kontak Website Kemenkes RI (https://kementeriankesehatan.com).

Website berfungsi sebagai platform penting bagi pemerintah untuk menyampaikan kebijakan dan layanan publik secara cepat, luas, dan dipercaya, sekaligus menyediakan ruang bagi keterlibatan dan respons masyarakat. Website merupakan media komunikasi digital strategis bagi pemerintah dalam menyampaikan kebijakan, program, dan layanan publik secara lebih luas, cepat, dan akurat. Sebagai kanal resmi yang dikelola langsung oleh instansi, website memiliki tingkat kredibilitas tinggi dan memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah melalui fitur interaktif seperti pengaduan atau ruang partisipasi masyarakat (Nasution, 2018). Dalam ranah pemerintahan elektronik, situs web berfungsi sebagai akses utama untuk layanan publik yang berbasis digital. Saat ini, penerapan e-government bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas di dalam pemerintahan. Melalui web, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan, layanan, serta data publik tanpa batasan tempat dan waktu, serta mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan (Indrajit, 2006). Selain itu, situs web pemerintah juga harus memenuhi standarisasi keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008, yang mencakup unsur transparansi, aksesibilitas, akurasi, tanggung jawab, dan keberlangsungan (Komisi Informasi Pusat, 2010).
Dalam konteks Kementerian Kesehatan, website Kemkes.go.id dan Kementeriankesehatan.com menjadi instrumen penting untuk distribusi informasi kesehatan, baik terkait program kerja maupun layanan publik. Dengan prinsip keterbukaan informasi, website Kemenkes diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan distribusi informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan nasional. Strakom KIE berperan dalam memastikan penyampaian informasi kesehatan melalui website Kemenkes RI secara akurat, mudah dipahami, dan tepat sasaran, serta mendukung penyebaran pesan publik, edukasi kesehatan, penguatan citra pemerintah, dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui komunikasi dua arah melalui penyebaran konten informatif. Dalam konteks Kementerian Kesehatan, website pemerintah pusat menjadi instrumen penting untuk distribusi informasi kesehatan, baik terkait program kerja maupun layanan publik. Dengan prinsip keterbukaan informasi, website Kemenkes RI diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan, memperluas jangkauan distribusi informasi, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan nasional.
IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Strategi Distribusi Informasi Publik melalui Website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa website resmi Kemenkes RI berperan sebagai media utama pemerintah dalam mendiseminasikan informasi kesehatan secara luas, cepat, dan terverifikasi. Website ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat publikasi berita dan kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen integratif yang mendukung penyediaan layanan publik berbasis digital dalam kerangka e-government. Strategi distribusi informasi yang diterapkan Kemenkes RI melalui website mengacu pada model komunikasi satu arah (one-way public communication) sebagaimana prinsip Public Information Model. Pendekatan ini menekankan penyampaian informasi yang akurat, terkontrol, dan kredibel, sehingga mampu menjaga konsistensi pesan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Proses produksi dan distribusi informasi dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan konten, kurasi dan verifikasi, penyuntingan, hingga publikasi, dengan keterlibatan beberapa unit internal, khususnya Tim Strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (Strakom KIE). Mekanisme kerja ini berkontribusi pada terjaganya kualitas dan akurasi informasi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat.
Selain itu, website Kemenkes RI telah mendukung penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Ketersediaan dokumen regulasi, laporan kinerja, data statistik kesehatan, serta informasi layanan publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, terutama di tengah tingginya kebutuhan akan informasi kesehatan yang valid di era digital dan pascapandemi. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam implementasi strategi distribusi informasi publik. Kendala tersebut meliputi keterbatasan fitur interaktif pada website, kurangnya segmentasi konten berdasarkan kelompok audiens, konsistensi pembaruan informasi yang belum merata, serta tantangan teknis seperti optimalisasi SEO, kecepatan akses website, dan integrasi sistem antarunit kerja. Kondisi ini menyebabkan fungsi website masih lebih dominan sebagai media penyampaian informasi satu arah, sehingga ruang partisipasi dan interaksi publik belum dimanfaatkan secara optimal.
Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas distribusi informasi publik dan memperkuat partisipasi masyarakat melalui website Kemenkes RI. 
1. Perlu dilakukan pengembangan fitur interaktif, seperti kanal tanya jawab, formulir umpan balik, dan sarana aspirasi publik yang dikelola secara terstruktur oleh Tim Strakom KIE guna mendorong komunikasi dua arah yang responsif dan terpercaya.
2. Kemenkes RI disarankan untuk mengembangkan segmentasi konten berbasis audiens agar informasi kesehatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagai kelompok masyarakat. Segmentasi ini dapat didukung dengan penyajian konten dalam berbagai format yang lebih komunikatif dan inklusif, seperti infografis, video edukatif, dan bahasa yang mudah dipahami.
3. Peningkatan konsistensi pembaruan konten perlu didukung melalui penyusunan kalender editorial digital serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Langkah ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan distribusi informasi yang relevan dan mutakhir. Selain itu, optimalisasi aspek teknis website, seperti peningkatan kecepatan akses, penerapan SEO, dan integrasi sistem antarunit, juga perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat.
4. Integrasi antara website dan media sosial resmi Kemenkes RI perlu diperkuat dengan menempatkan website sebagai pusat informasi utama (information hub), sementara media sosial berfungsi sebagai saluran distribusi dan interaksi awal. Strategi ini diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan publik.
Dengan menerapkan rekomendasi tersebut, website Kementerian Kesehatan RI diharapkan dapat berkembang dari sekadar media penyampaian informasi satu arah menjadi platform komunikasi publik yang lebih dialogis, inklusif, dan adaptif. Penguatan interaksi digital dan partisipasi publik ini pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan kesehatan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberhasilan pembangunan kesehatan nasional di era digital.
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